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PERATUR/\N DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NoNtOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERA.H NOMOR 20 TAHUN 1999
TEN AhIG RETRIBUSI.PEMAI(AIAN KEKAYA/\N DAERAH

DENGAN RAIJMAT TUHAI{ YANG MAFIA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a, bohvra retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur berdasarkan
Peraturarr Daerah Nomor 20 Tahun 1999, disahkan oleh Menteri
Dalam Nlegeri dengan Keputusan Nomor 974,32,977 tanggal 6
September 1999, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05
tahun 2002 dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kalrupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2l4lDPRD tanggal
20 Juni zWZ seda telah diundangkan dalam Lembaran Daerah
tanggal 4 Juli 2002 Nomor 48 Seri B;

b, bahrva besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan
situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;

c. bahlva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 2C)

Tahun 1999.

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2, Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang l',lomor 34 Tahun 2000 (Lembaratt
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

4, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tarrun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

.7. Peraturan Pemerintah Nomoi 66 Tahun 2OO1 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

DAERAH
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Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988
tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di Lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomcrr 20 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah jo. Peraturan Daerah Nomor
05 Tahun 20OZ tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah;

Peraturan Daera[ Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANC PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1999 'rEI{TANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974,32-977 tanggal 6
September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 20
Tahun 1999 tanggal 7 September 1999, telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor O5 Tahun 2002 tranggal 20 Juni 2m2 dan disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Clanjur berdasarkan
Keputusan Nomor 172.2l4lDPRD tanggal 20 Juni2002 serta dlundangkan
dalam Lembaran Daerah tanggal 4 Juli 2002 Nomor 48 Tahun 2001 Seri
B, diubah kembali sebagai berikut:

A. BAB l, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur:

2. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik lndonesia;

3. Bupati adalah Bupati Cianjur;

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Daeral"
Kabupaten Cianjur;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur;

6. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerat
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapa
pula disediakan oleh sektor swasta;

7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanJutnya disebu
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakalan kekayaat
daerah;
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Pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian tanah dan
bangunan, serta pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat
besar milik daerah;

Tanah dan bangunan adalah tanah dan bangunan yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah;

Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroam komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nanra dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiurr, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB ll, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK, Pasal 3, huruf a, diubah
sebagai berikut:

a. Pemakaian tanah dan bangunan;

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DA!-AM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP, Pasal 8, Rum l, diubah sebagai berikut :

l. Pemakaian tanah dan bangunan.

B.

C.

D. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP, Pasal I, Rum l, huruf B diubah sebagai
berikut:

B. Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut :

1. Tanah darat per meter persegi sebesar Rp 125,-/tahun;
2. Tanah sawah per meter persegi sebesar Rp 1S0,-/tahun.

E. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP, Pasal 8, Rum l, setelah huruf B, ditambah
huruf C baru sebagai berikut :

/' I l.rrrr:r .'.r\^/i.r lrrrrrflrrrr;.ur :rlr;rtr rlilr.lnpk;rn l<nmtrdi;rn oloh Bitpnti

l-. uAb V l-Kll{slf UAI 'l bAu/\l(nl J L//\L/\lvl l'L.l lLl/\l'All ell\L/1\t!-/l\
DAN BESARNYA TARIP, Pasal 8, Rum ll dan Rum lll diubah menjadi
Rum ll sebagai berikut :

ll. a. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar dan alat
laboratorium tidak termasuk biaya operasional alat dan
pemeliharaan alat, besarnya ditetapkan sebagai berikut:

Itn l{(;n SIiWn n I.n'l'lJnM autu I'liNC;U.lln N I.l\IK)RA'I'OIUIJM =

I.IAI{GA I'OKOK A[.\'l' x ItAK't'OIt CltF

JAM OPIIR*\SIONAL AIAT atau PENGUJIAN LABOITATORIUM PER'IAHUN
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b. Tarip dasar/harga sewa kendaraanlalat-alat beraUalat-alat besar
dan alat-alat laboratorium serta jumlah jam operasionalnya akan
ditetapkan oleh Bupati;

c. Untuk kendaraan/alahalat beraUalat-alat besar dan alat-alat
laboratorium yang telah habis umur ekonomisnya akan tetapi
nrasih dapat dioperasionalkan, maka tarip dasar/harga sewa,
Ltmur ekonomis, dan jumlah jam operasionalnya akan ditetapkan
oleh Bupati.

G. BAB Xlll KADALUWARSA dan BAB XIV TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBLISI YANG KADALUWARSA,
Pasal 16 dan Pasal 17 dihilangkan, sehingga BAB XV, Pasal 18lama,
berubah menjadi BAB Xlll Pasal 16 dan seterusnya.

H. BAts XVI lama atau BAB XIV baru, f.:TENTUAN PIDANA, Pasal 19

lama atau Pasal 17 baru, ayat (1), diubah sebagai berikut :

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,'
(lima puluh jutra rupiah).

L BAB XVll lama atau BAB XV baru, PENYIDIKAN, Pasal 25 lama atau
Pasal 18 baru, ayat (3) diubah sebagai berikut:

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya
sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik
lndonesia.
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Pasal ll

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, n'lemerintahkan pengundangan
rlntro:ln l-\nt'!ntrrlr"rl:llrnv:\ rl-rlnnr I nttrl'rnrnl'l Dnnr;rh

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005

BLJPATI CIANJUR,

Ca;:/ttd,-

WASIDI SWASTOMO

pada tanggal

SEKRETA

S U:'B A R N A
Penrljl'na Utama Muda

' lNip 
ABQ p61 Q??

LEIVII3ARAT\I DAERAH
SERI B.

Diu nda ng ka n i Cianjur
Juni 2005

DAERAH,

rdj

KABUPATEN CIAI'IJUR Ti\l-1Uf.J 2005 NOMOR 34


